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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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P E N E T A P A N

Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Pdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Pandan  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan

penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Hutabalang, 12 April 1961, agama Islam,

pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan

Padangsidimpuan, Lingkungan I, Kelurahan Hutabalang (dekat

simpang onan), Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah,

selanjutnya sebagai Pemohon I.

PEMOHON II,  tempat  dan tanggal  lahir  Sibuluan,  12  Oktober  1964,  agama

Islam, pekerjaan Petani,  pendidikan SD,  tempat  kediaman di

Jalan Padangsidimpuan, Lingkungan I,  Kelurahan Hutabalang

(dekat simpang onan),  Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli

Tengah, selanjutnya sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I  bersama dengan  Pemohon II  disebut

para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon; 

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang,  bahwa  para  Pemohon  dengan  surat  permohonannya

tertanggal  20  Januari  2020  yang  didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan

Agama  Pandan pada  tanggal  tersebut  dengan  register  perkara  Nomor

10/Pdt.P/2020/PA.Pdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  adalah  suami  istri  yang

melangsungkan  pernikahan  menurut  agama  Islam  pada  tanggal  8  April
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1981,  dulu di  Kecamatan lumut,  sekarang Kecamatan Badiri,  Kabupaten

Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara; 

2. Bahwa,  pada  saat  pernikahan  tersebut  Pemohon  I  berstatus  jejaka

pada usia 23 tahun dan Pemohon II berstatus gadis pada usia  19 Tahun,

pernikahan dilangsungkan dengan Wali Nikah Ayah Kandung Pemohon II

bernama WALI NIKAH  dan dihadiri dua orang saksi nikah bernama saksi I :

SAKSI  NIKAH  I dan  saksi  II  :  SAKSI  NIKAH  II serta  dihadiri  oleh

masyarakat, dengan mahar berupa cincin 1 (satu) emas ;

3. Bahwa,  antara  Pemohon  I  dengan  Pemohon  II  tidak  ada  pertalian

nasab, pertalian kerabat semenda , dan pertalian sesusuan serta memenuhi

syarat  dan  tidak  ada  larangan  untuk  melansungkan  pernikahan,  baik

menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan

yang berlaku ;

4. Bahwa, setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun

sebagai suami-istri (ba’da dukhul) dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak

bernama :

1. ANAK I (Lk) Umur 38 Tahun;

2. ANAK II (Lk) umur 36 tahun;

3. ANAK III (Pr) umur 33 tahun;

4. ANAK IV (Lk) umur 30 tahun;

5. ANAK V (Pr) umur 26 tahun;

6. ANAK VI (Lk) umur 24 tahun;

7. AN AK VII (Lk) umur 19 tahun;

5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang menggangu

gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu

pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam; 

6. Bahwa, sampai  sekarang  Pemohon  I  dengan  Pemohon  II  tidak

mempunyai  Kutipan  Akta  Nikah  karena  pernikahan  Pemohon  I  dengan

Pemohon  II  dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah tetapi Pegawai

Pencatat Nikah tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat, hal ini

disebabkan  Petugas  yang  dimintakan  bantuan  oleh  Pemohon  I  dengan

Pemohon  II  ternyata  lalai  tidak  mendaftarkan  pernikahan  Pemohon  I
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dengan  Pemohon  II  kepada  KUA yang  berwenang.  Semetara  saat  ini

Pemohon I dengan Pemohon II  membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk

kepastian hukum dan kepastian hukum lainnya ; 

7. Bahwa, Pemohon I  dengan Pemohon II  mengajukan permohonan ini

kepada  Majelis  Hakim  untuk  menyatakan  sahnya  perkawinan  antara

Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 8 April Kecamatan

Badiri, dulu di Kecamatan Lumut, sekarang di Kecamatan Badiri, kabupaten

Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatra Utara;

8. Bahwa, Pemohon  I  dengan  Pemohon  II  bersedia  membayar  biaya

perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Bahwa, berdasarkan  alasan-alasan  tersebut  di  atas  para  Pemohon

mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pandan cq. Majelis hakim yang

memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I,  PEMOHON I dengan

Pemohon  II,  PEMOHON  II yang  dilaksanakan  pada  tanggal  8  April

Kecamatan  Badiri,  dulu di Kecamatan  Lumut,  sekarang  di  Kecamatan

Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah;

3. Memerintahkan  Pemohon  I  dengan  Pemohon  II  untuk  memcatatkan

perkawinan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ke KUA kecamatan

Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah;

4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-

undangan yang berlaku;

Atau bilamana majelis  hakim yang memeriksa  perkara  ini  berpendapat  lain,

mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya

permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari

sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak

lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pandan sehubungan

dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa,  pada  hari  sidang  yang  telah  ditetapkan,  Pemohon  I  dan

Pemohon II telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan;
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Bahwa,  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  telah  datang  menghadap  di

persidangan  dan  telah  pula  diberikan  penjelasan  secukupnya  oleh  Majelis

Hakim.

Bahwa,  Majelis  Hakim  telah  memeriksa  identitas  Pemohon  I  dan

Pemohon II dengan mencocokan pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, dan

ternyata  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  adalah  orang  yang  dimaksud

sebagaimana tersebut dalam identias permohonan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II,

dan  atas  isi  serta  maksud  dari  permohonan  tersebut  tetap  dipertahankan

Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa,  Pemohon I dan Pemohon II menerangkan yang menjadi pokok

permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah perkawinan Pemohon I dan

Pemohon II  dilaksanakan di  Kecamatan Badiri,  Kabupaten Tapanuli  Tengah,

Provinsi  Sumatera  Utara,  serta  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  menerangkan

status  Pemohon  I  ketika  pernikahan  adalah  jejaka  dan  Pemohon  II  adalah

perawan, yang menjadi wali Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang

bernama  WALI  NIKAH  ,  serta  dihadiri  oleh  dua  orang  saksi  nikah,  antara

Pemohon  I  dan  Pemohon  II  tidak  punya  hubungan  darah  susuan  maupun

semenda;

Bahwa,  untuk  membuktikan  dalil-dalilnya,  Pemohon  I  dan  Pemohon  II

telah mengajukan bukti-bukti  berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I PARA PEMOHON , umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD,

pekerjaan  Ibu  Rumah  Tangga,  bertempat  tinggal  di  Lingkungan  I

Hutabalang,  Kecamatan  Badiri,  Kabupaten  Tapanuli  Tengah,  di  bawah

sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi

adalah adik kandung Pemohon II; 

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini

untuk mengesahkan pernikahannya; 

- Bahwa,  saksi  hadir  sewaktu  Pemohon  I  dengan  Pemohon  II

menikah; 
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- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tahun 1981

di Badiri;

- Bahwa, yang bertindak sebagai wali  nikah adalah Ayah Kandung

Pemohon II bernama WALI NIKAH  dan dihadiri dua orang saksi nikah

bernama saksi I: SAKSI NIKAH I dan saksi II: SAKSI NIKAH II ; 

- Bahwa, mahar  yang  diberikan  Pemohon  I  kepada  Pemohon  II

berupa mahar berupa cincin 1 (satu) emas; 

- Bahwa, status Pemohon I ketika menikah adalah jejaka dan status

Pemohon II adalah gadis; 

- Bahwa,, Pemohon  I  dan  Pemohon  II  berdomisili  di  Kecamatan

Badiri; 

- Bahwa, Pemohon I  dan Pemohon II  tidak  ada  hubungan darah,

semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah; 

- Bahwa, saksi  tidak  pernah  mendengar  ada  pihak  lain  yang

keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II; 

- Bahwa, Pemohon  I  dengan  Pemohon  II  tidak  pernah  bercerai,

keduanya hidup rukun sampai saat ini; 

- Bahwa, dari  pernikahan tersebut Pemohon I  dengan Pemohon II

telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak; 

- Bahwa, itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk

untuk mengurus buku akta nikah dan keperluan hukum lainnya;

2. SAKSI II PARA PEMOHON, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD,

pekerjaan  Petani,  bertempat  tinggal  di  Lingkungan  I  Hutabalang,

Kecamatan  Badiri,  Kabupaten  Tapanuli  Tengah,  di  bawah  sumpah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi

adalah kakak kandung Pemohon I; 

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini

untuk mengesahkan pernikahannya; 

- Bahwa,  saksi  hadir  sewaktu  Pemohon  I  dengan  Pemohon  II

menikah; 
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- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tahun 1981

di Badiri;

- Bahwa, yang bertindak sebagai wali  nikah adalah Ayah Kandung

Pemohon II bernama WALI NIKAH  dan dihadiri dua orang saksi nikah

bernama saksi I: SAKSI NIKAH I dan saksi II: SAKSI NIKAH II ; 

- Bahwa, mahar  yang  diberikan  Pemohon  I  kepada  Pemohon  II

berupa mahar berupa cincin 1 (satu) emas; 

- Bahwa, status Pemohon I ketika menikah adalah jejaka dan status

Pemohon II adalah gadis; 

- Bahwa,, Pemohon  I  dan  Pemohon  II  berdomisili  di  Kecamatan

Badiri; 

- Bahwa, Pemohon I  dan Pemohon II  tidak  ada  hubungan darah,

semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah; 

- Bahwa, saksi  tidak  pernah  mendengar  ada  pihak  lain  yang

keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II; 

- Bahwa, Pemohon  I  dengan  Pemohon  II  tidak  pernah  bercerai,

keduanya hidup rukun sampai saat ini; 

- Bahwa, dari  pernikahan tersebut Pemohon I  dengan Pemohon II

telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak; 

- Bahwa, itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk

untuk mengurus buku akta nikah dan keperluan hukum lainnya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup atas bukti yang

diajukan dan tidak dapat mengajukan bukti lain selain bukti tersebut;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kesimpulan secara

lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon agar

Majelis Hakim menjatukan penetapannya;

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  penetapan  ini,  ditunjuk  segala

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini  sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  permohonan  Pemohon  I  dan

Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;
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Menimbang,  bahwa  permohonan  Pengesahan  Perkawinan/Istbat  Nikah

Pemohon  I  dan  Pemohon  II  telah  diumumkan  pada  papan  pengumuman

Pengadilan Agama Pandan selama 14 hari sebelum perkara ini  disidangkan,

namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan

Pengesahan  Perkawinan/Istbat  Nikah  tersebut,  maka  Majelis  Hakim

menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan,

Majelis akan terlebih dahulu dipertimbangkan kewenangan relative Pengadilan

untuk  memeriksa,  mengadili  dan  memutus  perkara  aquo  serta  kedudukan

hukum (legal standing) Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang,  bahwa  objek  dalam  perkara  ini  tentang  pengesahan

terhadap  perkawinan yang tidak  dapat  dibuktikan dengan akta  nikah,  maka

pengesahan perkawinan atau isbat nikah yang dimohonkan oleh suami isteri

dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum di

mana tempat tinggal kedua suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat permohonannya

Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan

Agama Pandan, dan untuk menguatkan dalil tersebut Pemohon I dan Pemohon

II telah menunjukan kartu identitas Pemohon I dan Pemohon II tersebut dimuka

sidang. Oleh karena itu, berdasarkan Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a)

butir  (22)  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  Tentang  Perubahan  Atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang tidak

diubah  dalam  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang  Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,

Juncto Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam,

maka Pengadilan Agama Pandan berwenang untuk menerima dan memeriksa

perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut Pemohon I dan

Pemohon  II  sebagaimana  tersebut  dalam  identitas  permohonannya,  yaitu

beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan

Angka  37  Pasal  49  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006,  yang  mana

ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
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serta memperhatikan azaz personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat

Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam

perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo

adalah  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  mengajukan  permohonan  Pengesahan

Perkawinan (isbat Nikah) dengan alasan bahwa Pemohon I dan Pemohon II

telah melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam pada tanggal  8 April

1981 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH

,  serta  dihadiri  dua orang saksi  nikah bernama  SAKSI  NIKAH I dan  SAKSI

NIKAH II serta dihadiri oleh masyarakat ramai, dengan mahar berupa cincin 1

(satu) emas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon

telah mengajukan petitum permohonan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I,  PEMOHON I dengan

Pemohon  II,  PEMOHON  II yang  dilaksanakan  pada  tanggal  8  April

Kecamatan  Badiri,  dulu di Kecamatan  Lumut,  sekarang  di  Kecamatan

Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah;

3. Memerintahkan  Pemohon  I  dengan  Pemohon  II  untuk  memcatatkan

perkawinan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ke KUA kecamatan

Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah;

4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-

undangan yang berlaku;

Atau bilamana majelis  hakim yang memeriksa  perkara  ini  berpendapat  lain,

mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  dengan  menggunakan  prinsip  yang

diletakkan dalam undang-undang nomor 48 tahun 2009, bahwa peradilan harus

memenuhi  harapan  pencari  keadilan  yang  menghendaki  peradilan  yang

sederhana, tepat, adil dan biaya ringan, sekaligus disebabkan faktor perkara a

quo tidak ada indikasi sengketa (qarinah) karena diajukan oleh Pemohon I dan

Pemohon II yang mengaku sebagai suami isteri, maka Permohonan Pemohon I

dan Pemohon II diselesaikan secara voluntair atau permohonan;
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Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip pembuktian dalam pasal 1865

Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  maka  Pemohon  I  dan  Pemohon  II

dibebani pembuktian atas dalil-dalil yang didalilkan dalam Permohonan;

Menimbang,  bahwa  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  guna  memperkuat

dalil-dalil  permohonannya  tersebut  telah  mengajukan  bukti  dua  orang  saksi

yang akan dipertimbangkan majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi

yaitu SAKSI I PARA PEMOHON  dan SAKSI II PARA PEMOHON yang telah

memberikan keterangan secara  terpisah di  bawah sumpah di  muka sidang,

keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan

dengan dalil-dalil  permohonan  para  Pemohon serta  tidak  terdapat  halangan

untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai

kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat  bukti  yang sah

untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang,  bahwa  sehubungan  keterangan  kedua  orang  saksi

Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan dalam Pasal  308 ayat

(1)  R.Bg,  dan  keterangan  saksi-saksi  tersebut  juga saling  bersesuaian satu

sama lain sebagaimana dimaksud Pasal  309 R.Bg, maka keterangan saksi 1

dan saksi 2 dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dalil permohonan Pemohon I

dan Pemohon II  berdasarkan alat bukti  di  persidangan, maka Majelis Hakim

dapat mengkualifisir fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa, pada  tanggal  8  April  1981 Pemohon I  telah  melangsungkan

pernikahan  dengan  Pemohon  II  dengan  tata  cara  hukum  Islam,  di

Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;

2. Bahwa, yang  menjadi  wali  nikah  adalah  ayah  kandung  Pemohon  II

bernama  WALI NIKAH  , disaksikan oleh dua orang saksi  nikah bernama

SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II serta dihadiri oleh masyarakat ramai,

dengan mahar berupa cincin 1 (satu) emas;

3. Bahwa, dari  perkawinan  Pemohon I  dan Pemohon II  telah dikaruniai

tujuh orang anak;
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4. Bahwa, tujuan permohonan itsbat  nikah Permohon Pemohon adalah

untuk  bukti  diri  sebagai  suami  isteri  yang  sah  dan  untuk  mengurus

kepentingan  lainnya yang  bersifat  adminisitrasi  dan keperdataan lainnya,

seperti pembuatan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon I dan Pemohon II agar

pengadilan  menetapkan  sah  perkawinan  yang  mereka  laksanakan,  maka

berdasarkan  fakta-fakta  hukum  di  atas  Majelis  Hakim  memberikan

pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  29  Undang-Undang  Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan

tiap-tiap  penduduk  untuk  memeluk  agamanya  masing-masing  dan  untuk

beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan

tersebut  termasuk  untuk  melakukan  perkawinan  yang  dilaksanakan  tiap-tiap

penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah

satu  bentuk  ibadah,  oleh  karenanya  perlu  jaminan  agar  perbuatan  tersebut

memiliki  kepastian hukum, karena menurut Pasal  28B ayat (1)  Juncto Pasal

28D  ayat  (1)  Undang-Uundang  Dasar  Tahun  1945,  setiap  orang  berhak

membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui  perkawinanan yang

sah,  dan  setiap  orang  berhak  atas  pengakuan,  jaminan,  perlindungan,  dan

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa adanya jaminan dalam bentuk pengakuan secara

legal  yang  diberikan  negara  atas  sebuah  perkawinan  merupakan  sebuah

implementasi  dari  amanat  konstitusi,  pengakuan  mana  seperti  disebutkan

dalam  Pasal  2  ayat  (1)  UndangUndang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang

Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,  bahwa

perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing

agama dan kepercayaannya itu. Ketentuan tersebut telah meresepsi (receptie)

aturan  yang  berlaku  dalam hukum agama  menjadi  hukum positif,  sehingga

apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang

dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;
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Menimbang,  bahwa  sahnya  suatu  perkawinan  menurut  hukum  Islam

adalah jika telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon

suami; adanya calon isteri;  adanya wali  nikah; adanya dua orang saksi; dan

melaksanakan  ijab  kabul  antara  wali  dengan  calon  suami  (vide  Pasal  14

Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim

berpendapat  pernikahan  pernikahan  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  telah

memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2

ayat (1) dan Pasal 6 UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,  Juncto Pasal 4 dan

Pasal  14  Kompilasi  Hukum  Islam,  dan  tidak  ada  larangan  perkawinan

(mawaani’unnikah)  sebagaimana  yang  ditentukan  dalam  Pasal  8  sampai

dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Juncto Pasal  39  sampai  dengan Pasal  44  Kompilasi  Hukum Islam.  Kendati

demikian, perkawinan mereka tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa sehubungan perkawinan Pemohon I dan Pemohon

II  telah  memenuhi  syarat  dan  rukun  perkawinan  serta  tidak  mempunyai

halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan,  maka  apabila  perkawinan  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  tidak

diitsbatkan, patut diduga akan mengakibatkan keterkungkungan Pemohon I dan

Pemohon  II  dalam  kesulitan  dan  penderitan  yang  berkepanjangan,  karena

Pemohon I dan Pemohon II serta keturunan mereka tidak akan mendapatkan

jaminan dan perlindungan hukum dari negara. Oleh karena itu, sesuai dengan

salah  satu  kaidah  fiqhiyyah yang  tercantum  dalam  Kitab  al-Asbah  wa  an-

Nazhair, yang diambil alih sebagai pendapat majelis, menyatakan:

المصالح جلب من أولى المفاسد درء

Artinya: Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan.

Dengan demikian, Majelis Hakim memandang itsbat nikah bagi Pemohon I dan

Pemohon II akan dapat menolak keburukan (mafsadat) tersebut;

Menimbang,  berdasarkan  pada  pertimbangan-pertimbangan  tersebut,

maka  alasan  permohonan  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  telah  terbukti  dan

mempunyai dasar hukum sesuai maksud Pasal 28B ayat (1) Junctis Pasal 28D
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ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 2 ayat (1),

Pasal  6,  Pasal  8 sampai  dengan Pasal  11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan, Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (e), Pasal 14, dan

Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu,

permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dengan menetapkan

sah  perkawinan  antara  Pemohon  I  (PEMOHON  I) dengan  Pemohon  II

(PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 8 April 1981 di wilayah Kantor

Urusan  Agama  Kecamatan  Badiri,  Kabupaten  Tapanuli  Tengah,  Propinsi

Sumatera Utara; 

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Junctis Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2

ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun 1946  tentang Pencatatan  Nikah,

Talak dan Rujuk jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, Pasal 36 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tetang Administrasi Kependudukan, ketentuan

mana  tidak  diubah  dalam  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2013  tentang

Perubahan Atas  Undang-Undang Nomor  23 Tahun 2006 tetang Administrasi

Kependudukan,  dan  Pasal  5  Kompilasi  Hukum  Islam,  maka  Majelis  Hakim

memandang perlu untuk memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II

agar mencatatkan penikahan tersebut;

Menimbang,  bahwa  dalam  rangka  untuk  memudahkan  pencatatan

perkawinan sesuai dengan maksud Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2006 tetang Administrasi Kependudukan, ketentuan mana tidak diubah dalam

Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2013  tentang  Perubahan  Atas  Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tetang Administrasi Kependudukan jo pasal 22

Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  19  Tahun  2018,  maka  Majelis  Hakim

menunjuk  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Badiri untuk  mencatatkan

pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan domilisinya;

Menimbang,  bahwa perkara  ini  termasuk bidang perkawinan,  sesuai

dengan  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang

Peradilan Agama yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2006  dan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Atas
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya

perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat,  segala  peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N 

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon; 

2. Menyatakan  sah  pernikahan  Pemohon  I  (PEMOHON  I)  dengan

Pemohon  II  (PEMOHON  II)  yang  dilangsungkan  pada  tanggal  8  April

1981 di Kecamatan Badiri, kabupaten Tapanuli Selatan; 

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan

tersebut  ke  Pagawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan

Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah; 

4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara

ini sebesar Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah); 

Demikian  ditetapkan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim  Pengadilan

Agama Pandan pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2020 Masehi bertepatan

dengan  tanggal  17 Jumadil Awwal 1441  Hijriah, oleh  kami  Drs.  Irmantasir,

M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Mhd. Ghozali, S.H.I., M.H. dan Rusydi Bidawan,

S.H.I,  M.H., masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  penetapan  tersebut

diucapkan pada hari  itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Zulpan,

S.Ag, M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota 

TTD

Mhd. Ghozali, S.H.I., M.H.

TTD

Rusydi Bidawan, S.H.I, M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Drs. Irmantasir, M.H.I.

Panitera Pengganti,
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

H. Zulpan, S.Ag, M.H.

Perincian biaya :

-  Pendaftaran : Rp 30.000,00

-  Proses : Rp 50.000,00

-  Panggilan : Rp 0,00

-  PNBP : Rp ,00

-  Redaksi : Rp 5.000,00

-  Meterai : Rp                6.000,00  

J u m l a h : Rp 306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah).
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